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Pembangunan manusia adalah salah satu fokus utama dalam pencapaian
pembangunan berkelanjutan yang berupaya meningkatkan kualitas hidup
penduduk di suatu negara.' Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan
ukuran penting yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar
hidup, yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pembangunan manusia
suatu negara atau wilayah. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan IPM terus
dilakukan, terutama melalui kebijakan di bidang kesehatan dan dukungan
terhadap ekonomi rumah tangga.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, fokus pada
pembangunan manusia menjadi kunci untuk mencapai kualitas hidup yang
lebih baik bagi seluruh penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak
hanya sekadar angka, melainkan merupakan cerminan dari kemampuan suatu
negara dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan
yang memadai, dan standar hidup yang layak.? Di Indonesia, upaya untuk
meningkatkan IPM menjadi salah satu prioritas utama pemerintah yang
tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk

mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang ada.
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Salah satu aspek penting dalam peningkatan IPM adalah pelayanan
kesehatan. Di Indonesia, sistem kesehatan memerlukan investasi yang
signifikan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses
terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.® Pelayanan kesehatan yang baik
tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tetapi
juga menjamin bahwa layanan tersebut terjangkau dan dapat diakses oleh
seluruh warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kalangan ekonomi
lemah. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan alokasi anggaran
untuk sektor kesehatan, yang ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur
kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis, serta memastikan
ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan untuk mendukung
perawatan pasien.*

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga juga berperan penting dalam
menentukan tingkat IPM. Konsumsi adalah indikator yang mencerminkan
kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Tingkat konsumsi rumah tangga
yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang baik,

yang pada gilirannya menunjukkan peningkatan standar hidup.®
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Namun, kondisi perekonomian yang tidak menentu, khususnhya pasca-
pandemi COVID-19, telah mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Banyak
keluarga yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga berdampak pada
kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penurunan
konsumsi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga
memberikan dampak gelombang terhadap ekonomi di sector swasta secara
keseluruhan.®

Dalam rangka mewujudkan target Indonesia Emas 2045, rendahnya IPM
di sejumlah provinsi Indonesia menjadi tantangan signifikan. Saat ini, IPM
nasional berada pada peringkat ke-112 dari 190 negara, yang menempatkan
Indonesia di bawah negara-negara maju serta beberapa negara ASEAN.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih intensif untuk
meningkatkan IPM, terutama di provinsi-provinsi dengan indeks rendah’.
Untuk mencapai target IPM nasional yang lebih tinggi, pemerintah perlu
meningkatkan layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi di daerah
tertinggal agar tercapai kesetaraan pembangunan di seluruh wilayah.®

Pengeluaran kesehatan menunjukkan alokasi rata-rata per kapita untuk
sektor kesehatan di setiap provinsi pada tahun 2022 dan 2023. Pengeluaran ini

bervariasi cukup signifikan antarprovinsi. Misalnya, Nusa Tenggara Barat
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memiliki pengeluaran kesehatan yang relatif tinggi, yaitu 9,28 pada tahun
2022, yang meningkat menjadi 9,53 pada 2023. Ini sejalan dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 69,63 menjadi 70,07 pada
tahun yang sama.’

Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan
untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan Kesehatan
berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi
peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan demikian kesehatan turut serta
membantu peningkatan pembangunan manusia. Kesehatan yang baik akan
berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk atau
kurang baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang kurang baik juga
tentunya. Karena tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat
serta produktivitas.™

Salah satu cara untuk berinvestasi dalam human capital adalah dengan
meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Semakin banyak pemerintah
mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, maka kemungkinan besar
masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga
terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat angka harapan hidup,
dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur

panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas
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hidupnya. Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi
setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu
produktivitas bagi negara.™

Dalam aspek kesejahteraan ekonomi yang mendukung peningkatan
kualitas hidup, konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli dan kualitas
hidup masyarakat, yang mana secara tidak langsung berdampak pada aspek
pendidikan, kesehatan, dan standar hidup — tiga komponen utama dalam
perhitungan IPM. Ketika konsumsi rumah tangga meningkat, hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap barang
dan jasa, termasuk makanan bergizi, fasilitas kesehatan, serta pendidikan
berkualitas. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka harapan hidup dan
kualitas pendidikan, yang pada gilirannya mendorong kenaikan IPM.*?

Konsumsi yang lebih besar dalam sektor kesehatan memungkinkan
masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik, vaksinasi, dan
perawatan kesehatan preventif. Ini akan meningkatkan angka harapan hidup
sebagai indikator dalam IPM. Di sisi lain, rendahnya konsumsi rumah tangga
bisa menunjukkan daya beli yang terbatas, sehingga masyarakat mungkin
kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, yang

akhirnya menghambat peningkatan IPM. Konsumsi rumah tangga juga
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menciptakan efek domino pada ekonomi lokal. Dengan meningkatnya
permintaan barang dan jasa, sektor-sektor ekonomi menjadi lebih dinamis,
lapangan kerja bertambah, dan pendapatan rumah tangga pun meningkat. Hal
ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan peningkatan kualitas hidup
masyarakat, yang ujungnya berkontribusi pada peningkatan IPM.*

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia perlu
mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan manusia.
Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan material tetapi juga
mencakup aspek spiritual yang sejalan dengan magashid syariah. IPM
merupakan alat ukur yang penting dalam menilai kesejahteraan suatu negara,
tetapi masih memiliki keterbatasan karena tidak memasukkan aspek moral dan
spiritual. Magashid syariah dapat melengkapi IPM dengan memberikan
perspektif yang lebih luas mengenai pembangunan manusia. Oleh karena itu,
pengintegrasian konsep magashid syariah dalam kebijakan pembangunan

dapat menghasilkan kesejahteraan yang lebih holistik dan berkelanjutan.**
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Tabel 1.1: Data Bantuan Kesehatan, Tingkat Belanja Rumah Tangga dan

Indeks Pembangunan Manusia
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Data ini menunjukkan perkembangan konsumsi rumah tangga,
pelayanan kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia
dari 2019 hingga 2023. Data konsumsi rumah tangga per provinsi di Indonesia
dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya variasi yang signifikan di
setiap daerah. Beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan
DI Yogyakarta, mengalami peningkatan konsumsi yang cukup besar.
Kalimantan Timur juga menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan,
hal serupa juga terjadi di DI Yogyakarta.

Sementara itu, beberapa provinsi lainnya juga menunjukkan
peningkatan konsumsi yang stabil, seperti Sumatera Barat, Riau, dan
Kalimantan Selatan, meskipun tidak sepesat beberapa daerah besar. Di sisi
lain, beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Barat dan Papua menunjukkan
kenaikan yang relatif lebih rendah, meskipun tetap ada peningkatan dari tahun
ke tahun. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi
yang beragam di setiap provinsi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
perkembangan ekonomi lokal, infrastruktur, dan tingkat pendapatan
masyarakat di masing-masing daerah.

Data pelayanan kesehatan per provinsi di Indonesia dari 2019 hingga
2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam angka indeks kesehatan.
Beberapa provinsi mengalami peningkatan yang signifikan, seperti Nusa
Tenggara Barat, yang meningkat dari 7,37 pada 2019 menjadi 9,04 pada 2023,
serta Kalimantan Utara yang mengalami lonjakan signifikan dari 3,76 pada

2019 menjadi 5,97 pada 2023. Provinsi lainnya seperti Gorontalo dan



Sulawesi Selatan juga menunjukkan tren peningkatan angka pelayanan
kesehatan, dengan Gorontalo mencapai 8,72 pada 2023 dari 7,89 pada 2019,
sementara Sulawesi Selatan mengalami penurunan setelah mencapai
puncaknya pada 2022 di angka 7,15, turun menjadi 4,92 pada 2023.

Sementara itu, beberapa provinsi mengalami fluktuasi atau penurunan
angka pelayanan kesehatan, seperti DKI Jakarta, yang menurun signifikan dari
3,93 pada 2020 menjadi 1,56 pada 2022, sebelum sedikit membaik menjadi
3,29 pada 2023. Papua dan Papua Barat juga mencatatkan angka yang relatif
rendah, dengan Papua mencatatkan angka 2,41 pada 2019 yang hanya sedikit
meningkat menjadi 2,66 pada 2023. Secara keseluruhan, data ini
mencerminkan disparitas antara provinsi-provinsi yang lebih maju secara
ekonomi dengan yang relatif tertinggal, serta adanya upaya peningkatan
kualitas layanan kesehatan di beberapa wilayah yang lebih fokus
pada sektor ini.

Sementara itu, Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per provinsi
di Indonesia antara 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang
konsisten di sebagian besar daerah. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI
Yogyakarta mencatatkan IPM vyang relatif tinggi, dengan DKI Jakarta
memimpin dengan angka 83,55 pada 2023, meningkat dari 80,76 pada 2019.
DI Yogyakarta juga menunjukkan angka yang signifikan, mencapai 81,09
pada 2023, sementara Jawa Barat tercatat mencapai 74,24 pada tahun yang

sama. Provinsi Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Timur juga
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menunjukkan tren peningkatan yang stabil, masing-masing tercatat dengan
angka 79,08, 78,01, dan 78,2 pada 2023.

Di sisi lain, beberapa provinsi dengan IPM lebih rendah, seperti Papua,
Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat, meskipun mengalami peningkatan,
tetap menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-
provinsi lainnya. Papua, misalnya, meningkat dari 60,84 pada 2019 menjadi
63,01 pada 2023, sementara Kalimantan Utara mencatatkan kenaikan dari
71,15 pada 2019 menjadi 72,88 pada 2023. Meskipun demikian, provinsi-
provinsi dengan IPM rendah ini menunjukkan kemajuan dalam upaya
pembangunan manusia, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan
pendapatan per kapita.”

Pada penilitian Wina Mualiana (2023) Realisasi anggaran bidang
kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
Selanjutnya, secara parsial realisasi anggaran bidang kesehatan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien
determinasi sebesar 45,8% sedangkan sisanya 54,2% dipengaruhi oleh
variabel lain diluar penelitian ini. Pada penilitian lainnya Anastasia Yolanda
Putri br Jawak (2024) bahwa konsumsi rumah tangga mempengaruhi indeks
pembangunan manusia di Sumatera Utara. Hal ini dapat terlihat pada Pola
kosumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi terhadap IPM di

Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,19% memiliki pengaruh yang signifikan.

1 Sukmaadi, D. P. S., & Marhaeni, A. A. I. N. (2021). Economic growth and inequality
of income distribution between regions: Evidence from Bali Province, Indonesia.  4(1), 69.
https://doi.org/10.31328/jsed.v4i1.1676
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh layanan kesehatan dan konsumsi rumah tangga
masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia per provinsi di Indonesia
pada tahun 2022 hingga 2023. Pentingnya memahami hubungan antara
pelayanan kesehatan dan konsumsi rumah tangga dengan IPM membawa kita
pada penelitian ini. Dengan menganalisis data dari berbagai provinsi di
Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023, studi ini bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi IPM dan memberikan
rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti.

Keterkaitan antara kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa
peningkatan kualitas layanan kesehatan, bersamaan dengan perbaikan daya
beli masyarakat, dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap
kualitas hidup penduduk. '® Dengan itu penulis mengambil judul pada
penilitian ini yaitu “Pengaruh Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Rumah
Tangga Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Persepektif Syariah
Per-Provinsi Indonesia dalam 2022 — 2023”

B. Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang masalah yang dapat diformulasikan adalah:
1. Bagaimana pengaruh pelayanan kesehatan terhadap indeks pembangunan

manusia persepektif syariah per-Provinsi di Indonesia?

1% yusuf, M., & Setiawan, A. B. (2022). The Nexus Between Health and Economic Growth:
Empirical Evidence from Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi
Dan Pembangunan, 23(2), 192-210. https://doi.org/10.23917/jep.v23i2.20018
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2. Bagaimana Pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap indeks
pembangunan manusia persepektif syariah per-Provinsi di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh pelayanan kesehatan dan konsumsi rumah tangga
terhadap indeks pembangunan manusia persepektif syariah per-Provinsi
di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Ada beberapa Batasan pada penilitian ini yaitu:

1. Fokus penilitian ini hanya mempertimbangkan pelayanan kesehatan dan
konsumsi rumah tangga per kapita, dalam hubungannya dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Persepektif Syariah di setiap provinsi di
Indonesia.

2. Waktu pada penelitian ini mencakup data dari tahun 2022 hingga 2023
untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai dampak pelayanan
kesehatan dan konsumsi rumah tangga dalam waktu tersebut.

3. Cakupan Wilayah penelitian dibatasi pada seluruh provinsi di Indonesia
tanpa membedakan karakteristik lokal secara mendetail, seperti kondisi
geografis atau perbedaan budaya yang mungkin memengaruhi IPM.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Pelayanan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah baik langsung
maupun tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

persepektif syariah per-Provinsi di Indonesia
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2. Konsumsi rumah tangga baik langsung maupun tidak langsung terhadap
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) persepektif syariah per-Provinsi
di Indonesia

3. Alokasi anggaran pelayanan kesehatan dan konsumsi rumah tangga
baik langsung maupun tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) persepektif syariah per-Provinsi di Indonesia, terutama
dalam konteks daerah yang memiliki IPM rendah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis: Memberikan kontribusi tambahan terhadap studi
pembangunan manusia dengan fokus pada peran pelayanan kesehatan
dan konsumsi rumah tangga dalam memengaruhi IPM di Indonesia.

2. Manfaat Praktis bagi Pemerintah: Menyediakan rekomendasi berbasis
bukti bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pelayanan
kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai
target peningkatan IPM secara merata di seluruh provinsi.

3. Manfaat bagi Penelitian Lanjutan: Menjadi referensi bagi penelitian
lebih lanjut terkait faktor-faktor lain yang memengaruhi IPM serta
memberikan arah penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka
panjang kebijakan pelayanan kesehatan dan konsumsi rumah tangga.

4. Manfaat bagi Masyarakat Umum: Memberikan pemahaman yang lebih
baik kepada masyarakat tentang pentingnya alokasi anggaran
kesehatan dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dalam

meningkatkan kualitas hidup di Indonesia.
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5. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait strategi
peningkatan IPM melalui optimalisasi pelayanan kesehatan dan
penguatan daya beli masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dan tersusun secara sistematis,

penulis membuat sistematika yang di urutkan bedasarkan bab-bab berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB || LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori - teori pendukung mengenai masalah yang

diteliti yang terangkum dalam kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka

berpikir, hubungan antar variabel, dan hipotesis penelitian

BAB |1l METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang lokai penelitian, Dalam bab ini

penulis menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan,

keterbatasan penelitian dan juga saran — saran yang direkomendasikan
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan penelitian dan menyarankan peneliti untuk

peneliti berikutnya tentang topik yang sama.



